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RINGKASAN 

KEDUDUKAN REKTOR PERGURUAN TINGGI SWASTA SEBAGAI SUBJEK 

HUKUM PERJANJIAN 

Tesis ini membahas kedudukan hukum rektor Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) sebagai subjek hukum dalam perjanjian yang dilakukan oleh perguruan 

tinggi, serta bentuk tanggung jawabnya jika terjadi wanprestasi. Fokus kajian 

didasari oleh posisi strategis rektor sebagai penanda tangan perjanjian atas nama 

institusi, yang menimbulkan persoalan hukum terkait batas kewenangan dan 

tanggung jawabnya, baik secara lembaga maupun pribadi.Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara deduktif, 

dengan menelaah norma-norma hukum yang relevan dari undang-undang, statuta 

perguruan tinggi, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan subjek hukum dan 

tanggung gugat. 

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan hukum antara rektor 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan yayasan, Rektor sebagai penerima delegasi 

dari Yayasan, di mana rektor diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada 

yayasan. Rektor bertindak atas nama institusi dan kebijakannya harus sejalan 

dengan ketentuan yayasan.  Dalam perjanjian yang dilakukan PTS, rektor 

bertindak sebagai wakil institusi. Namun, apabila terjadi wanprestasi, rektor dapat 

dimintai tanggung jawab secara perdata jika terjadi pelampauan kewenangan atau 

kelalaian, dan secara pidana jika terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau 

perbuatan melawan hukum.   
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dari 

kedudukan hukum rektor PTS sebagai subjek hukum dalam perjanjian yang 

dilakukan oleh perguruan tinggi swasta, dan menganalisis bentuk tanggung gugat 

rektor PTS terhadap perjanjian jika wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah 

doktrinal atau normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni 

pendekatan perundang-undnagan dan konseptual. Dalam studi ini analisis bahan 

hukum yang di pergunakan peneliti yaitu analisis deduktif. Hasil studi ini adalah 

1) Hubungan antara rektor PTS dan yayasan, adalah Rektor sebagai penerima 

wewenang delegasi dari yayasan melalui BPPTS. Rektor diangkat oleh dan 

bertanggung jawab kepada yayasan sebagai penyelenggara. Kebijakan rektor 

harus sejalan dengan visi dan aturan yayasan.  2) Tanggung gugat rektor PTS 

terhadap perjanjian yang dilakukannya mencakup tanggung jawab hukum 

berdasarkan hukum perdata maupun pidana. Jika terdapat unsur penipuan, 

pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum, rektor dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Oleh karena itu,  rektor wajib 

bertindak profesional dan hati-hati dan tidak bertindak melebihi kewenangannya 

yang diatur dalam statuta dan pertaturan perundang-undnagan. 

Kata Kunci: Kedudukan Rektor PTS, subjek hukum perjanjian, wanpretasi, 

Yayasan  
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ABSTRACT 

 This study aims to analyze the legal relationship between the legal status 

of private university rectors as legal subjects in contracts entered into by private 

universities and the form of liability of private university rectors in the event of 

default. This research is doctrinal or normative. This study uses two approaches: 

statutory and conceptual. In this study, the researcher used deductive analysis as 

the analysis of legal materials. The results of this study are: 1) The relationship 

between the rector of PTS and the foundation is that the Rector is the foundation's 

delegation. The rector is appointed by and accountable to the foundation as the 

administrator. The rector's policies must align with the foundation's vision and 

regulations. 2) The liability of private university rectors for their contracts 

includes legal liability under both civil and criminal law. If there is any element of 

fraud, forgery, or unlawful acts, the rector can be held personally criminally 

liable. Therefore, the rector is obliged to act professionally and prudently and not 

to exceed his or her authority as stipulated in the statutes and regulations.  

Keywords: Position of PTS Chancellor, legal subject of agreement, default, 

Foundation 
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